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TINJAUAN HUKUM TENTANG
BUILD-OPERATE-TRANSFER (BOT)

Yoan Nursari Simanjuntak

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak

tuasnya lahan yang dimiliki ofeh Pemerintah seringkali tidak diimbangi
dengan tersedianya dana yang cukup untuk mengembangkan laban
potensial tersebut menjadi proyek yang profitable. Sebagai jalan ketuarnya,
Pemerintah menggandeng pihak swasta untuk membentuk kerja sama Build-
Operate-Transfer (BOT). Namun ternyata dalam kerja sama ini, tidak semua
hak atas tanah dapat dipergunakan dan memberikan perlindungan bagi
kepentingan para pihak, khususnya pihak swasta.

Keyword: tanah, perjanjian. Build-Operate-Transfer,

PENDAHULUAN

Build-Operate-Transfer (BOT) adalah suatu bentuk kerja sama dalam
bidang properti yang berkaitan dengan tanahdan bangunan. D1 Indonesia,
lembaga BOT biasanya terbentuk atas kerja sama Pemerintah dengan pthak
swasta sebagai pengembang (developer). Pemerintah dalam hal ini dapat
saja Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun
lembaga ini juga dapat dipergunakan dalam kerja sama antara pemilik tanah
yang bukan Pemerintah dengan pihak pengembang.

Pemerintah Daerah atau BUMN pada umumnya memiliki aset dalam
bentuk tanah pada lokasi-lokasi yang samngat strategis. Akan tetapi
pengembangannya terhambat oleh kurangnya modal dari Pemerintah Daerah
atau BUMN yang bersangkutan. Kendala lain yang muncul adalah bahwa
hasil pengembangan proyek tersebut akan menjadi aset negara dan tidak
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